GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 46 TAHUN 2022
TENTANG

STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI,
ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, perlu
menetapkan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan
Tinggi, Administrator dan Pengawas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan
Tinggi, Administrator dan Pengawas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6841);
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Menetapkan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Nomor 6781);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9)
sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR

KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI,
ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

10.

11.

12.

13.

14.

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan kerja organisasi
negara.

Unit kerja adalah bagian terkecil dari satuan kerja Perangkat Daerah yang
berada dibawah unit organisasi atau dibawah pimpinan Satuan Kerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non
kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan
lembaga nonstruktural.

Instansi daerah adalah Perangkat daerah Provinsi, dan Perangkat daerah
Kabupaten/Kota, yang meliputi Sekretariat daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.

Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah
sekelompok Jabatan tinggi pada Instansi Pemerintah yang berfungsi
memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah.

Jabatan Administrator adalah jabatan yang bertanggung jawab memimpin
pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan.

Jabatan Pengawas adalah jabatan yang Dbertanggung jawab
mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat
pelaksana.

Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup
aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau
fungsi jabatan.

Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya
disebut Standar Kompetensi ASN adalah deskripsi pengetahuan,
keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang aparatur sipil negara
dalam melaksanakan tugas jabatan.

Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan
sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang
spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.



15.

(1)

(2)

(1)

(2)

Kualifikasi Kompetensi Teknis adalah jenis atau macam-macam
kompetensi yang dibutuhkan suatu jabatan terdiri dari syarat kompetensi
umum, syarat kompetensi inti dari syarat kompetensi pilihan, pendidikan,
pelatihan dan pengalaman yang diperlukan dalam satu jabatan agar
dapat melaksanakan tugas jabatan dengan baik.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini agar setiap Jabatan Pimpinan
Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas mempunyai standar
kompetensi teknis yang sesuai dengan tugas fungsi dan tanggung
jawabnya.

Tujuan di tetapkannya Peraturan Gubernur ini untuk menjadi pedoman
dalam penempatan dan pengembangan karier Jabatan Pimpinan Tinggi,
Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Daerah.

BAB 111
KUALIFIKASI KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI,
ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS

Pasal 3

Kualifikasi Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator
dan Jabatan Pengawas terdiri dari :

syarat kompetensi umum,;

syarat kompetensi inti;

syarat kompetensi pilihan;

syarat pendidikan;

syarat pelatihan; dan

syarat pengalaman.

mo a0 op

Kualifikasi Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator
dan Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Pasal 4

Kualifikasi Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan
Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan untuk:

a.
b.
c.

pengambilan kebijakan dalam pengadaan PNS;
pengambilan kebijakan dalam promosi dan mutasi jabatan PNS;
pengambilan kebijakan dalam pengembangan karier PNS;



BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 5
Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Kalimantan Timur.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 27 Desember 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
ttd
ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 27 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd
SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 46.

Salinan sesuai dengan aslinya
-~ SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
A ¢ “KEPALA BIRO HUKUM,

_ /&) SUPARMI
~___~NIP. 19690512 198903 2 009



